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BADAN KEPEGAWIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MURUNG RAYA

I. SEJARAH SINGKAT

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Murung Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, dan

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

II. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Murung Raya

a. Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Murung Raya

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab merupakan

hal yang sangat mendesak, agar cita-cita dan wibawa pemerintah menjadi baik.

Birokrasi yang handal dan profesional, efisiensi ekonomi, pelayanan prima kepada

masyarakat dan lain-lain, pada hakekatnya merupakan pondasi kokoh bagi

pemerintahan yang maju dalam rangka pembentukan masyarakat madani yang

demokratis, transparan yang mampu meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan

kepada masyarakat dan mengantisipasi dinamika global yang tentu sangat

dibutuhkan pendayagunaan aparatur yang handal, dengan sasaran kinerja aparatur

Negara, semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Murung Raya, meningkatnya kemampuan dan profesionalisme dan pemberian

penghargaan serta sistem administrasi kepegawaian yang sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan pembangunan.

Mengacu pada alasan tersebut diatas, maka dalam Renstra Tahun 2013-2018

ditetapkan Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

sebagai berikut :“Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas”



Penjelasan makna Visi :

1. Dari hasil pengolahan data pegawai berdasarkan hasil analisis aparatur yang

meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan pegawai dan

analisis kebutuhan Diklat, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia menyusun formasi dan menentukan perlu atau tidaknya

pengadaan pegawai untuk mengisi formasi yang kosong. Sedang penghargaan

dapat diberikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan atau pemberian

kenaikan pangkat pilihan kepada pegawai yang mempunyai prestasi menonjol;

2. Melalui sosialisasi tentang peraturan-peraturan dibidang kepegawaian

diharapkan setiap pegawai memahami kewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhi dan hak-hak yang dapat diperoleh sebagai PNSD sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, sehingga terdorong untuk membentuk dirinya sebagai

PNSD yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas;

3. Kepada setiap PNSD diberikan kesempatan untuk

mengembangkan/meningkatkan jenjang kariernya berdasarkan norma, standar

dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan karier PNSD dilakukan melalui mutasi atau promosi jabatan

yang dilaksanakan berdasarkan kualitas dan kompetensi secara tepat,

didahului dengan pemberian kesempatan mengikuti Diklat Penjenjangan

(Struktural), Diklat Teknik Fungsional, Pendidikan Kedinasan yang lain atau

kesempatan meningkatkan pendidikan formal terakhirnya;

4. Pemberian pelayanan yang dibutuhkan PNSD diwujudkan antara lain dalam

bentuk penyelesaian permohonan Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Isteri/Kartu

Suami, Kartu TASPEN, Surat-surat ijin cuti/belajar/penggunaan gelar/ cerai/

pindah, pemberian tanda penghargaan, penerbitan SK Kenaikan Pangkat/

Bebas Tugas/ Pensiun dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

(SPTKG) dengan cepat dan tepat serta pemberitahuan lain yang sifatnya

penting dan berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian.

b. Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Murung Raya.

Untuk mencapai Visi tersebut perlu adanya Misi organisasi yang merupakan

sesuatu yang harus dilaksanakan (action) oleh organisasi, agar cita-cita tujuan

organisasi dapat tercapai. Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi yang

akan digunakan sebagai acuan penjabaran tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya ManusiaKabupaten Murung Raya merumuskan Misi untuk



mendukung tercapainya Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun

2013-2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan

publik;

2. Meningkatkan kedisiplinan aparatur sesuai dengan norma, standard dan

prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan kesejahteraan dan penghargaan kepada aparatur sesuai norma,

standard dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Memberikan pelayanan kepegawaian yang transparan, efektif dan efisien

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusiamempunyai Tugas Pokok “Membantu Bupati

dalam Bidang tugas Kepegawaian yang menjadi Kewenangan Daerah, Pembinaan

Pegawai, serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Unit

Kerja dibidang Kepegawaian yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati“.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinir Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk

teknis serta pemantauan penyelenggaraan Bidang Kepegawaian berdasarkan

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

b. Mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan, penyusunan program pembinaan

Kepegawaian;

c. Mengkoordinir penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan Perundang-

undangan Bidang Kepegawaian;

d. Mengkoordinir penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pegawai

Negeri Sipil;

e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Kepegawaian dengan Dinas / Instansi /

Badan / Unit Kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati;

f.Mengkoordinir penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai

Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan; dan

g. Mengkoordinir pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kepegawaian Daerah, serta pendidikan

dan pelatihan Pegawai.



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber

daya manusia yang meliputi pengembangan pegawai, mutasi serta data dan

pembinaan pegawai.

c. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan

kepegawaian badan.

d. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan

pada sekretariat serta bidang-bidang di bawahnya.

e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kepegawaian

dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pengembangan pegawai,

mutasi serta data dan pembinaan pegawai.

f.Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang ;

g. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai norma, standar dan

prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

h. Mengkoordinir penyusunan, penetapan serta usulan formasi PNSD kota sebagai

pedoman dalam menetapkan kebijakan pengangkatan CPNSD hingga

menetapkannya menjadi PNSD.

i. Mengkoordinir dan menetapkan kebutuhan diklat, pelaksanaan diklat serta usulan

penetapan sertifikasi lembaga diklat sebagai sarana pengembangan kualitas

Aparatur.

j. Melaksanakan penetapan dan usulan dalam pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional.

k. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai serta pembinaan manajemen PNS

dalam pelaksanaan peraturan undang-undang di bidang kepegawaian.

l. Mengkoordinasikan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil Daerah.

m. Melaksanakan pemutakhiran data PNS dan pelayanan informasi bidang

kepegawaian.

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran di

bidang tugasnya.

o. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

p. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan

sesuai bidangnya.

q. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan.



r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV. ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon II sebagai Kepala SKPD, 3 (tiga)

orang pejabat eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2(dua) orang Kepala

Bidang serta 8(delapan)orang pejabat eselon IV. Sampai dengan tanggal 31 Desember

2017 pejabat eselon II dan III dan IV sudah terisi semua dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2. Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris, dengan tugas pokok membantu

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian

di lingkungan Badan.

Kepala Sekretariat membawahi 2 Kepala Sub Bagian masing-masing :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah

tangga, perlengkapan, pelaporan serta administrasi kepegawaian di lingkungan

Badan.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dengan tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Perencanaan serta

Penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan,

dengan tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dalam bidang Mutasi,Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur

dan Penghargaan. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan membawahi 3 Kepala Sub Bidang masing-masing :

a. Kepala Sub Bidang Kepangkatan, dengan tugas pokok membantu Kepala

Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaandalam

urusan kepangkatan.

b. Kepala Sub Bidang Mutasi, Promosi dan Pensiundengan tugas pokok

membantu Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaandalam urusan mutasi, promosi dan pensiun pegawai.

c. Kepala Sub Bidang Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur, Disiplin dan

Penghargaan dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Mutasi, Promosi,

Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaandalam penanganan kasus-kasus

pelanggaran dan peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



4. Kepala Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi, dengan tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusiadalam bidang Pengembangan Karier

Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.

Kepala Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi membawahi 3 Kepala Sub Bidang masing-masing :

a. Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan PengembanganKarier

Aparatur dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Karier

Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam urusan Pengadaan,

Pemberhentian, dan PengembanganKarier AparaturPegawai.

b. Kepala Sub BidangData dan Informasi, dengan tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Data Informasi Pegawai.

c. Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan, Sertifikasi Kompetensi dan Diklat

Teknis Fungsional, dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang

Pengembangan Karier Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

dalam menyusun prosedur dan peraturan urusan Pendidikan Pelatihan

Penjenjangan dan Peningkatan Pendidikan Pegawai.



V. SOP























No. Kegiatan 

Pelaksana 
Kepala 

BKPSDM 

Mutu Baku 

Keterangan Pengelola 
Informasi 

Kepegawaian 

Ksb. Data & 
Informasi 

Kabid. 
Pengembangan 

KP2I 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Pengelola Informasi kepegawaian 
mengumpulkan dan mengolah 
data/informasidan menyiapkan draft 
naskah materi/bahan untuk diunduh yang 
disampaikankepada Kasubbid. 

    

Materi, data dan 
informasi 

1 hari 
kerja 

Draft naskah 
dan materi 

 

2 Kasubbid. memeriksa draft naskah 
materi/bahan yang akan diunduh. Memberi 
paraf jika setuju dan menyampaikannya 
kepada Kabid. Jika belum setuju, bahan 
dikembalikan untuk diperbaiki.  

    

Draft naskah dan 
materi 60 menit 

Naskah dan 
materi dengan 
paraf Kasubbid 

 

3 Kabid. memeriksa draft naskah 
materi/bahan yang akan diunduh. Memberi 
paraf jika setuju dan menyampaikannya 
kepada Kasubbid untuk proses upload. Jika 
tidak setuju, bahan dikembalikan untuk 
diperbaiki. 

    

Naskah dan 
materi dengan 
paraf Kasubbid 

60 menit 

Naskah dan 
materi dengan 
paraf Kasubbid 
dan Kabid 

 

4 Kasubbid. menugaskan pengelola informasi 
kepegawaian untuk melakukan upload data 
dan informasi ke dalam Website BKPSDM  

    Naskah dan 
materi dengan 
paraf Kasubbid 
dan Kabid 

10 menit Disposisi 
Kasubbid. 

 

5 Pengelola informasi kepegawaian 
melakukan upload data dan informasi ke 
dalam Website dan menyampaikan draft 
laporannya kepada Kasubbid. 

    Naskah dan 
materi dengan 
paraf Kasubbid 
dan Kabid 

120 menit 

Upload materi 
pada Website 
dan draft 
Laporan hasil 
upload data. 

 

6 Kasubbid. Memeriksa draft laporan dan 
melakukan cek website. Apabila sudah 
sesuai memberikan paraf dan 
menyampaikannya kepada Kabid. Apabila 
belum sesuai dikembalikan untuk 
diperbaiki. 

    

Draft Laporan 
hasil upload data 

30 menit 

Laporan hasil 
upload data 
dengan paraf 
Kasubbid 

 

 

SOP Updating Informasi Website BKPSDM Kab. Murung Raya



7 Kabid. Memeriksa draft laporan dan 
melakukan cek website. Apabila sudah 
sesuai memberikan tanda tangan laporan 
dan menyampaikannya kepada Kepala 
BKPSDM. Apabila belum sesuai 
dikembalikan untuk diperbaiki. 

    

Laporan hasil 
upload data 
dengan paraf 
Kasubbid 

30 menit 

Laporan hasil 
upload data 
dengan tanda 
tangan Kabid 

 

8 Kepala BKPSDM memeriksa laporan dan 
melakukan cek website. Apabila sudah 
sesuai memberikan tanda tangan 
mengetahui pada laporan dan 
menyampaikannya kepada Kabid. Apabila 
belum sesuai dikembalikan untuk 
diperbaiki. 

    

Laporan hasil 
upload data 
dengan tanda 
tangan Kabid 

30 menit 

Laporan hasil 
upload data 
dengan tanda 
tangan 
mengetahui 
Kepala BKPSDM 

 

9 Kabid menyampaikan Laporan yang telah 
ditanda tangan Kepala BKPSDM kepada 
Kasubbid untuk didokumentasikan dan 
diarsipkan 

    Laporan hasil 
upload data 
dengan tanda 
tangan 
mengetahui 
Kepala BKPSDM 

10 menit Disposisi Kabid. 

 

10 Kasubbid menyampaikan laporan yang telah 
ditanda tangan Kepala BKPSDM kepada 
Pengelola Informasi Kepegawaian untuk 
didokumentasikan dan diarsipkan 

    Laporan hasil 
upload data 
dengan tanda 
tangan 
mengetahui 
Kepala BKPSDM 

10 menit Disposisi 
Kasubbid. 

 

11 Pengelola Informasi 
Kepegawaianmendokumentasikan dan 
mengarsipkan laporan updating data rutin 

    Laporan hasil 
upload data 
dengan tanda 
tangan 
mengetahui 
Kepala BKPSDM 

15 menit 

Arsip laporan 
hasil upload 
data dengan 
tanda tangan 
mengetahui 
Kepala BKPSDM 
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